_ o'zeh :

1 'am -Syaui rad_l:liallahu’an—--hu
adalah qaoran“. ‘ulama besar dalam
'*Islam Belian mendapat rahmat vang
3 Sd{lgdu muha dari Allah sow.t. temuia-
ma. teatang kecerdasen dan keskuatan
mga‘tannyd Mama beligu adalah Mu-
_hammad bin  Idris bin  Abbas bis
Utsman bin Syafii bin Al-Saib bin
Ubaid  bin . Abdl Yasid lbnu. Has-
vim_ bin. Muthalib bin Abdil Ma-
.11af Ibur;y‘z Al-Savyidah Fathimah -
Ummu , Habibah - Al-Azdiysh ter
masuk. keluarga Utsman bin  Affan.
LLihat g-UMAM karangan limam Sya-
171 juzuk kesatu halaman.b menge-
=n31 Awayat hidupnya).

Imam Syafii telail: hafal al-Oup
_m_m k_et_ﬁh__a__ perumur higjuh fahun atau
sgm_bﬂ_zin stahun. Hafal 2l-Qur-aan arti-
nya hafal selumh isi al-Qur-aan. Begi-
tupua  bellau hafal kitab Muwath-
tha’ imam Malik dan belajar lang-
sung pada Imam Malik di Madinah. Al-
Qur-aan di-hafalnva dimesfidil Haram
Mekkeh “di bawah bimbingan Ismail
bin - Kostantin.  (Penulis masih mene-
mui cara penghafalan al-Qur-aan yang
sangat-efekiif 4i mesild Nabawi di Me-
dinahpada tahun 1981 : seorang ha-
afizh-‘pembimbing membimbing dua

atan tga anak kectl berumur lima e~

nam tahun sefiap pagi sesudah sembah-
yvang subuh selama duz jam lebik ku-
rang, didekat salah saiu ilang mesjicd
tersebut).

Proi. Diokosoetono, guru besar pa-
da Fakultas Hukum Universitas Indo-
nesia, memberikan suaiu alaran beru-
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tidak akan dapat objekiil melaink;
dia akan selaln terpengamub dengan k
adaan sekitarnya schingga dia ak;

selala terlinat menjadi subjektif. Kea- oo .

doan sekitar yang dimaksud jalah -

kesadaran hukum masyarakat, benfuk
sistem garis keturunan dan sistem ke-

keluargasn dalam masyarakat dimaga.

ahli ilmu tadi berada. (Kuliah Prof.
Djokozoetone  tahun-ahan 1955-ap
pada Fakulias Hukum Universifas in~
donesia, Jakarta).

Dalam gjaran Prof.. D;okosaetone
itu temmpui pula, bahwsa kalan dili-
hat dari dalam . lingkungan dimana a_h_h
idmu tadi berada terlihat dia felah ob-
jektif, Kesimpulan itu diperoleh kaze-
na alai-.dan sarann pembanding dalam
lingkungan yang dapat dicapai oleh
pengertian bersanglkutan telah sesuai
dengan pengertian itu, fdak ada per-
bedaan. Tetapi kalau dilihat dad lnar,
dari lingkungan lain yang bukan ling-
kungannya sendiri akan feslihat bahwa
pandangan itu adalah -subjekiif, benar
dilibat dar satu segl vaitu segi ling-
kungannva, fetapl tidak benar kalau
dilihat dart segi lain, ditihat dad lu-
ar.
Prof. Padmo Wahjono — seorang
murid penerus ztas -ajaran-ajaran Prof.
Djokosdetono — memberi conioh yarg
difemui dalam keadaan sehari-har
{pembicaraan dengan penulis pada
tahun 1981)," terhadap  ajaran-ajaran
hubungan objektfifitas dan subjektifi-
tas itn tadi, Dikatokannys, hal  terse-
but terihat dalem  contoh seorang




dan pepguat dan diterima dengan pe-
nith oleh semua pedagang bunga dan
orang-orang vang biasa berada dalam
lingkungan bunga. Dan pendapat itu
‘dikatakan ‘mercka adalah pendapat
yvang obyektif, Tetapi kalau kita ber-
hadapan dengan para penjual ikan
‘hidup, mercka akan menjawab lain.
Bagi mereka yang paling wangi ada-
lah aroma ikan segar vang barmu ke-
lnar cdari dalam air, masih sangai
segar. Katakanltah ikan fenggirl segas.
Pendapat inf juga akan dibenarkan
dan disepakati oleh semua penjual
ikap hidup vang ada dilingkunzan
tersebut., Dan pendapat itu adalah
objektif, kata mereka.

Bagi seorang lain, yang bukan -
kagg jual kembang dan bukan pula
takang jual ikan basah, maka ke-
dna pihak di atas dianggap tidak ob-
jektif. Keduanysa dan kedua kelom-
pok vang berada dilingkungan ke-
dua tukang penjual bunga dan pen-
jual dkan ifu tadi, tidak objekiif,
malahan telah subjektif, terdkat atas
subjektifitas - keadaan yang ada
dalam Hngkungannyz dan dalam kebia-
seannya yang sudah lama. Demikian
penjelasan Prof. Padmo Wahjono tadi.

Conioh temsebut juga berlaku bagi
ahli ilmu kemasvarakatan, termasuk
ilmu hulkum kewarisan. Ahl ihmu hu-
kum kewarisan Islam juga terpengaruih
oleh lingkungan kehidupan vang ob-
jek#if ditemui dalam masvarakat se-
kitarnyva. Pokok-pokok hukum kewa-
risan vang diajarkan dalam ai-Qui-zan
selalu dipegang oleh semua ahli hukum
kewarisan. Hal temebut di atas diatus
Q. IV 7, 11, 12, 33 dan 196, di sam-
ping dalam ayat-ayat pembaniu dalam
Q. 1T : 180, 240 Q. VIII : 75 dan Q.
KKK @ 6. Maka Kalau ahli-ghli hu-
kum kewarnsan Islam tadi ielah sam-
pai kepada halhal vang tidak tegas
di atur dalam ayvat-ayat itu adi {me-
aurut mereka tidak terlalu jelas) ma-

Hukum dan Pembangunan

akan dapat dilihat oleh orang yang

berada diluar lingkungan mereka se-
bagai kesubjektif-an dalam ilmu,
Demikian keadaannya, menumt
pendapat sava, para ahli hukum kewa-
risan Islam yang berada disekitar dae-
rah Arab. Daerah jazirah Arab dard da-
hulu sampal sekarang didiami oleh
magyarakat yang menarik garis keturu-
nan keluarga menumui sistem patrili-
pial. Pendidan-pendirian  dan ketentuan-
kefentuan dalam hukum masyaiakat
patrilinial mereka, mereka masukkan
dan ferapkan pula dalam hukum kewa-
risan fslam yang mereka kembangkan.
Ahli-ahli ffu tidak salzh. Demikianiah
suatu kenyatsan dalam bidang ilmu,
dalam hubungan objektif dan subjek-
tif itu tadi.
Pendalilan di atas itu tadi saya mak-
sudkan untok menjelaskan kenapa da-
lam hukum kewarsan Islam terdapat
ajaran yang dapat diberi penamaan hu-
kum kewarisan sistemn pairilinial Sya-
fii dan hukum kewarisan menurut
sistem kewarisan bilateral Hazairn.
Balam hubungan ini baik kita ingat
hadiis nabi Muhammad yvang mengata-
kan bahwa perbedaan pendapat um-
matku jtu adalah rahmah Tuhan Allah,

DZUL-ARHAAM.

Arti kata-katanya ialah mempunyai
hubungan darak. Dzul berarti mempu-
nyai, al-arhaam berarti hubungan da-
ran. Dapat juga diartikan keluarga de-
kat. Lihat Q. IV : 1 ¢ (Dan bertak-
walah kamu kepada Allah) mengenai
hubungan darah’, . . danulul arhaam
sefengahnya lebih dekat kepada sete-

-ngahnva, demikian dalam kitab Allah

tertulis”.

Dan itulgh  artinva wilelarhaam
iih vang saya pegang sampai sekarang.

Ada pengertian dzul arhaam (dza-
wil arhaam) vang lain.

Dalam pada itu rupanya dahulu, te-
iah ade peskembangan arti arhiaam da-




kv Rewarisan

_délém-hukum kewarisan ketika ifu

. ;ti}ri_bui_arti tersendiri bagi dzul arhiaam. .

Dzul arheam lalu diartikan, anggota
keluargas vang mempunyai hubupgan
darab dengan pewars melalui salzh se-
orang anggotia keluarﬂa wanita. Mere-
ka adalah:
1. anak dari anak perempuan {cucu
sirrdard anak perempuan),
2:-anak saudars perempuan dard sau-
aiivdara baki-lali,
43, anak- perempuan dagi - s‘mdara Ta~
- ki-aki. :
+id: anak-perempuan dari-paman (sau-
Lypirdara bapa yang laki-lakiyo
5: paman seibu.

- 6.omamak . (saudara  laki-laki  dan
ibu).

10 bibik  (saudara percmpuan  dari

i :.3bu).

;8. saudara bapa yang  perempuan.

9. bapa ibu. N :

10.
11

* Maii kita coba membahas satu sya
dafi sebelas macem dewl grhaam i
{menurut scbutzn Mahmud Junus :
‘Dzawil Arvhaawm = karib vang jauh).
Kita bahas nomor 1, yaitu anak der
apak perempuan (cucu dari anak pe-
rempuan) atau lebih mudah untek di-
mengcrn dengan istilah cucu melalui
anak perempuan, untuk membedakan-
nvadari cucu melalvi anak laki-laki.
Untuk lebih mendekatkan kepada pe-
ngeriian: vang telall ada dalam Hngku-
ngan kita di Indonesia kita perbanding-
kani‘'dengan dddl kebmsa'm cu Mmanfr-
kabau. -

ANAK PISANG DAN DZUL-AR-
HAAM DIHUBUNGKAN DENGAN
SISTEM PENGGANTIAN,

‘Minangkabau -adalah .daerah Suma-
tera ‘Barat. Minangkabau:sama dengan
Padang bagi banyak. orang di Indone-
sia. Sebenarnya tidak sama benar. Se-
tidak-tidaknya tidak sama antara Mi-
nangkaban dengan Padang itu kalau

-ibu daxi bapa ibu.
anak saudara seibu,

di Pariaman) turun keanak, &
gelar di Mlﬁanﬂh.mdu ’cumn: :
i\.di’l

bau adalah ddemh peéaldmzm
tera Barat sedangkan i"ad'a
daerah pesisir baglan tengah.
pinsi Sumatera Barat ifu,

manusia, - sama sepertl. anak; __‘éé_aapi_ '
mempuinyai kedudukan lain dari gnak.. .
Anak ariinya ialah anak —.]
aki maupun pcn,mpuan da

nya pendek saja, yaitu anak.
Tidak ada embel- embel. "iuau
aruk itn dna.l\ dari ana k ld}u—1~

tidale meaghaszll\an a:wk poho
sang Tetapi ansk pohon pisa
iumbuh kesampmg I‘;mhui é

buah dan biji. Lihat pohon m qgga,
pohon duren dan laindain, anaknya
berasal dari buah dan Diji atau dad
poh.on. scndan f}en";m qtek—an. A ;z—

nangkabau diilhami pohon pzsapg dan
pohon duren ({disana disebuf ponon

durian} menamakan i{urinsanya de-
VU DUNRUS. | SRS S TRLA O S
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jektif; kesadaran hukum mereka itu
. adalah- benar) Sampai sekarang harta
© sawahitsnah kebun, masih hanya di-
peraptukkah bagi anak dari anak pe-
. fempuan karena adanya hubungan
yvang dekat tu. Anak pisang -~ anak
datignak laki-laki — jangan mengha-
rapkan.:.dapat  pembagian dad har
ta‘pusaka tingsi nenek perempuan me-
lalni“bapaknya itu. Hal ini adalah ob-
- jekiif, adalah: benar, setidak-iidaknya
“menurut - pendapat oreng Minangka-
A e
7 'Di ‘samping itu ada masyarakat
- yang (lebih besar) susunannya dan uru-
tan dekat jashnya anak itu  terbalik
“dibanding dengan orang Minangkaban
itp. Misalova orang Arab sekitar Ti-
mur-Tengah. Berdasarkan bacaan-baca-
‘an “yang sampai kesini, setidak-tidak-
nya di Mekdah, Madinah dan sekitas
‘nya, "anak melalzi  anak laki-laki
adalah anak juga, atau anak yang sebe-
narnya. Sedangkan anak melaluj anak
perempuan — cucu melalii anak pe-
rempuan - adalah anak pisang ter
balik (kalau dilihat dari sedut panda-
ngan orang Minangkabau) dan disebut
dzul arhaam, Kedudukan kewarisan-
nya juga sama atau hampir sama de-
ngan Minangkabau secara terbalik.
Anak daxi anak laki-laki (cucu melalui
anak laki-laki) adalah keluarge yang
dekat sekali, sedangkan anak dard
anak perempuan (cucu melalni anak
pefempuan} adalah anak vang jauh,
disebut” dzul arhaam. dan itu adalah
objekiif, setidak-tidaknya menurut
pendapat orang yang menganuf sis-
tem garis keturunan patrilinial. Dan
disanalah jukum kewaran Islam itu
mulai berkembang. Ajaran tersebut
bérkem_ba_ng dan diikuti oleh orang
disanz ditempat yang sama, tetapi
juga diikufi oleh penganut ajaran ter-
sebut ssjalan dengan masuknya ajaran
Islam secara keseluruhannya, ibadah
dan n ‘gmalah,

CDrane lsrmelihat inim -

Hikwn dan Permbangiinan

luar daerah asal Islam itu, sesudah ma-
suk Islam ada vang menerima bagai-
mana adanva hasii pengolahan hu-
kum kewarisan di daerah asal itu. Te-
tapi ads pula yang iain. Mereka ini,
misalnya adalah orang yang telah
mempelajari berbagal sistem garis ke-
furunag  dalam  Hongkunpan  ber-
bagal bangsa di dunia ind. Katakanlah
dengan mempelajari ilmu sosial antro-
pologl, dengan bantuen ilmu penge-
tzhuan hukum adat setempat, di-
ketahui bermacam beniuk sistem pe-
narikan gars keturunan itu ada
vang patrilinial, ada vyang matrilini-
al, ada yang patrilinial beratih-aliih (Re-
Jang — Hazeairin} dan adaz pula yang bi-
lateral, dan lain-iain.

Mereka vang melihat dard luar
kedua sistem penarikan garis ketu-
rupan pafrilinial dan matrilinial itu
berpendapat bahwa sistem vang sain
tidak objektif lagi dan tidak tepat ka-
lau diterapkan bagi masyaraket lain
yang satunya lagi. Begitupun kedua sis-
tem itu dan atau salah satunyas tidak
pula objektif lagi apabila diterapkan
pada masyarakat bilateral, umpama-
nya. Dilthat dari luar, maka pendu-
kung masing-masing ajaran kewarisan
yvang didasarkan atas sistemn penari-
kan garis keturunannya yang berbeda
itu, adalah pendirian yang subjekiisf.

Perolehan dzul erhaam dalam penp-
ertian sedemikian tidak diater dalam
al-Qur-aan atau hadits vang shahih,
Tetapi hal tersebut telah diztar berda-
sarkan pendapat ahli-akli figh vang te-

. lah menjadi subjektif karena lingku-

ngan dan susunan hukum keluarganya
yvang pairilinial itu. Disana dirumus-
kan, bahwa dzul arhaam (anak dari
anzk perempuan, anak dar anggoia
keluarga yang perempuan) tidak akan
mendapat bagian warisan selama ma-
sih ada dzul farag-id atau asabal.
Untuk jelasaya kita lihat dalmm gam-
bar A dan B

7S . B S T e < T
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nak perempuan dar anak la- fempuan pewags = c
ki-laki pewaris = cucu perem- ki-lalki melaini anak ;

puan melalui anak laki-laki puan = o = tidak menda
syang telah meninggal lebih apa-apa, karena di
cdalabe = dzul faraeidh = arhaam,

A4 harta peninggalan..

¢. = Anak perempuan dari anak-

. perempuan pewars =

_d. = Saudara perempuan pewans = perempuan melalui anak
U asahal ma'alghaivi = sisa = rempuan = o = fidak
... %2 harta peninggalan. pat apa-apa karena di

‘b= Anak lakilaki dag anak pe- arhiaam.

'y f\\ B

AN GRS [P ]

/@. & &\\‘_@ / ﬁ

Ha . bBO ¢ A kO 10 mo

~Keterangan kasus dalam gambar B

(kewarisan patrilinial}.

p o=
k=

Pewaris, katakanlah seorang

Anak laki-laki dari anak laki-
laki vang ielah meninggal le-
bih dahulu = cucu lakd-laki

-melelni anak laki-laki yang

" telah meninggal lebih dahu-

lu = semua harta peningga-

: lan = asabah binafsihi
1 dan m = dua anak Iaki-laki me-

lalui dua anak perempuan
yang teleh meninggal lebih
dahuln = dua cucu lakida-
ki melalwi dua anak perem-
puan berainan yang kedua-
aya telah meninggg lebih
dgahuley = {idak mendapat
apa-apa, karena mereka me-
lzlui anak perempuan dan
disebut dzul erhaam, .

dikembangkan terus sampai sekarang
di daerah Timur Tengah dan di Indo-
nesia pendapat demikian juga’dianut
oleh banyak pihak. Dasar pendiran
tersebut tidak ada atau setidak-tidak-
nya tidak jelas diatur dalam Al—Qur-
aan atau Sunnah nabi Muhammad
s.a.w. Tetapi ada pendapai seorang
ahli terkemuka dalam bidang kewazis-
an, Zaid bin Tsabit, sekretaris Amiah
nabi Muhammad mengenai persoalan
cucu yang ajung-ujungnya dapai: dita-
ik untuk mendapatkan pengeman
anak dekat dan anak jauh jtu seria
cucu dekat dan cucu jauh itu. Dan ke-
pada zjaran Zaid bin Tsabit inilah I-
mam Syaft'i  bermazhab [(elUmm,
juzuk pertama).

Menurut asjaran kewarisan bﬂatemi
Hazairin, persoalan cucu itu diatur da-

lam al-Qur-zan sendiri yaltu daiam
M OTIF - 272
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140 B
kanlah garis hukum penggantian atas
benfik-bantiltk yang dicontohkan tadi.
Perolehannya ialah apa yang tadinya
akan dipercleh oleh ibunya yang telah
mati lebih dahulue dari pewaris dalam
kasus ini. Jadi semacam pergantian ka-
rena kentatian lebih dahulu. Perbeda-
an pendapat itu berupa rahmat Altah.
““Lepas dari ajaran patrilinial Zaid
bin TFsabit dan afaran bilateral Hazai-
rin #tu tadi, mar kita lihat dalam ra-
8z keadilan umat lIslam Iadenesia
- dewasa ini.- Darl gambar A dalam ka-
sue fadi kit Hhat © a, b dan ¢ sama-sa-
ma cucu sipewars (P); ibu atau bapak-
‘aya yang menghubungkannva dengan
pewaris felah meninggal lehih dahulu.
PDalam pembagian warsan, maka 2
mendapat 2 hartu peninggalan, sisa-
nya diperoleh oleh d saudara perem-
puan pewaris, sedang b dan ¢ sama-
sama tidak mendapat apa-apa {(de-
mikian pembagian menurut kKewa-
risan patrilinial). Sedangkan menurug
kewarisan bilaterad, telah terdapat pe-
robahan yang lebih menguntungkan
bagi b dan ¢, keduanya mendapat se-
perempal harfa peningsalan masing-
masingnya, sedangkan yang sepcrdua-
nya vniuk a, cucu perempuan melalui
anak lakidaki, Adapun saudara perem-
puan pewaris tidak mendapat apa-apa.

“Sedang dari kasus kedua sesual
gambar B ; k, | dan m sama-sama cu-
cu pewaris (P). k mendapat semua
harta pesninggslan, dan 1 serta m -
dak mendapat apa-apa darl warsan ifu,
hanya kagena dia lahir dari penghu-
bung perempuan dengan sipewaris, se-
dangkan k berunfung, pengantaranya
dengan si pewaris adalah anak laki-laki
pewaris. Demikian menurut kewarisan
patrilinial. Sedangkan menurut kewari-
san bilateral, maka k hanya mendapat
Y4 sedangkan [ dan m masing-masing
masing mendapat % harta peningzalan.

Walaupun demikian, kalau “ada
ferasa dailam masyarakat Islam Indo-
nesia dewasa ini tidak begitu sesuai

I P

berjalan. Banyak mungkin altematif
vang dapat dicoba untuk menerapkan-
nyz bapl keadaan di indonesia, dengan
syarai {idak bertentangan dengap
fhwkum Islam vang jelas-jelas ditentu
kan dalam alQur-aan  dan sunnah
Rasul, Lihat Q. 1V 159

Hai orang-orang beriman, ikuntilal akan
Allgh, daw kusilah akan Rasul dan ulbil
amri Aainie dan Kalan Karme berbeda pen-
dapar mengenai sesuaiy hal, mala ke-
halikanlal kepada Allal dan Rasilnya;
jika kenwe beriman kepada Allaht dan
hari yang akhir”. Malka benar Allah
dengan sabdanra.

ASAS POKOK KEWARISAN DALAM
AL-QUR-AAN.

Kita kembali telusuri kepokok so-
al keasal dalil yaitu ab-Qur-zan. Asas
pokok kewarisan apa yang terdapat da-
lam al-Qur-aan.

Semua  pihak menvetujui bahwy
asas pokok untuk kewarisan atau dasar
uniuk saling mewsris dalam al-Quz-
aan adalah wuld-arhaom, sepertalian
darah, Hal itu disebut dalam beberapa
ayat berikut,

Dalam Q. IV l, disebut "al-ax
haam’ hubungan
darah.

7, disebut “aj-wa-
aidaani wal-aqra-
bun® ibu bapa
{imbangan anak)
dan hubungan de-
kat (keluarga se-
darah).

75, disebut uu-
tal-arhaam” mem-
punyai hubungan
darah.

Dalam Q. 1V

Dalam Q. VIII :

Palam Q.
HAKIN 6, disebut Tuu-
ul-arhaam® mem-
punyai hubungan
darah {seperialian
darah},

semuanya menunjukkan kepada

[ UV [T, [ Py
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; ﬁya d:.masukkan pula hubungan sua-
musi:@n) dalam Q. IV : 7, 11, 12,33
dm 176.
SR A 7, menyebut laki-la-
B S ki dan perempuan
(anzk lakidlaki dan
anak perempuan ser-
fa aqrabuun-keluasgs
laki-laki dan perem-

i puan).
R 030 LT i 1l, mengeaal anak
e laki-laki dan anak
perempusn seria me-
ngenai ibu {perem-
puan) bapa {(laki-la-

rFrl £}

o 12, tentang duda {(la-
ki-laki) dan janda
(perempuan) serta
tentang saudara la-
ki-laki dap saudaza
perempuan.,
0.1V : 33, menvebui fen-
tang mawali bagi se-
tiap orang termasuk
laki-laki dan perem-
puasn.

176, mengenai sau-
dara - laki-iaki dan
saudara perempuan
dalam hal kalaalah,

Q. 1V

KESIMPULAN

Dari beberapa ayaf itu dapat Ki-
ta simpulkan bahwa Tuhan Allsh
tidak membedakan apakah Iaki-laki
atsu perempuan yang mempunyai hu-
bungan darah itu mereka adalah ke-
biayga dekat, adalah sipembawa hak
untuk mewars. Kalau kita lanjutkan
jalan fildran tersebut, maka kita
akan memperoleh bahwa turdnan-ta-
mnannyapun  fentu  demikian pula
pengaturannya. Tuhan Allah hanya
memparbedakan jumlab perolehannya.
Dengan demikian makas hendaknya cu-
cu melalui anak persmpuan dapat pu-
la memperoleh bagian wearisen se-

puan yvang dalam keW'ﬁmm §3
nial  Syafi'i disebut dzu! gﬁzggm"
dan dalam kewarisan bﬂam”
zairin disebut mawali if. ‘S—{a
sebut berlaku jugs bagi cuen! mei&:
lui anak laldlaki dan scb.agam ;i,

Apabila jalaa fikiran dan-p '
tahuan menurut hukom sepem
atas dapat diterima oleh imssyars
kat dan bemsedia n’;empargunﬁkmﬂ
nya untuk membaharmi pengem-
bangan hukum kewarisan Isiam di
Ipdonesia, maka dapat dxtempuh
lan sebagal berikut, antara® lam

i. ketentuan peraturan gemndaﬁg«
undangan. Apsbila dapag? -
tukan dengan Uadang»undmg
maka hal ferscbut akan mepje-
di fjtihad bersama oleh ghli-gh.
B hukum Islam vang fefivaldl
dalam DPR. Apakah hal fep
sebut  akan sampai kedersiai
fme’ dapat ditelitl lebih' jan-
jut. ./

i, dengan mempergunakan lembaga
wasiat dalam  Hukum ‘ “islam,
Setiap orang dapat mewasiatkan
kehendakaya, dalem hazl dite-
muinya kasus ada cucu yang
penghubungnya dengan sipaws-
ris {atan vang akan mewars
kan itu) telah meninggal’ E@bﬁh
dahulu,

iti. atan dapat pula Undang-undang
vang menetapken adanys kews-
iiban berwasiat, bagl sesecfang
apabila mendapat kemungkinen
menemui kasus yang sedemikian
itu nantinva.

Dengan demikian ditiarapkan agar
rasz keadilan dalam kesadaran hulum
vang ada dalam masvarakat Indonesis
dapat dilabirkan ke alam nyata {kz-
lau benar zda rass kesadaran hukam
sedemikian itn dalam masysrakat),
sedangkan kehendak agama Ishem soe
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Hulzom den Pembansinm .

skaa meagingst pula bahwa kesadaran
hubum dalem masysrakat Islam temna-
" aulk masyarakat Islam di indonesia ads-
iah. kesadsran hukum yang dikarunia-
kan ploh Allah s.ow .l

- Bebagsi bahan lebih lanjut baik pula
resanya di sind dicaniumbkan hasil suafn
‘digkusi vang diadakan oleh Badan
Pembinaan. Hokum Masiopal Deparie-
men .. Kehakiman/Bidang Pengkajian
Hﬁ%c‘_&zm Isiam dengan beleria sama de-
ngan Fekultas Hukum Univessitas Ga-
jah Mada .. Diskusi terscbui dilang-
supghan di -Yogyakarta pada fanggal
20 Desember 1981 dan mengambil
teme khugns tentang hukum gew&ns—
an nasional.

srzlam diskosi itn telah f_zambu ke-
simpulan vang rasanya beigina uniuk
menunjang pembicaraan kita di atas,
sebagal tercantum di bawah ini.

1. Hukum Kewarisan Islam adalah ba-
_han baku yvang penting bagi Hukum
- Kewarisan Masional,

2, Hukum Kewarisan Nasionagl yang
bersifat bilatersl individual adalah
sgsuai dengan asas-asas Hukum Ke-
wagisan Islam.

3. pembagian warsan vang ditentu-

kan dalam al-Quian adalab keten-
uan. vang pasii, sedang vang dife-
_tepkan dengan ijtihad dapat ditin-
jap kembali dan ditefapkan keien-
“inen bare melalui jjiihad pula se-
suai dengan wakiu, fempat dan ke-
magiahatan,

4, Suami isterd dapal mempunyal har-
ta sendiri dan dapal juga mempu-
aval harta bersama. Bila tegjadi

perceraian balk cerai hidup aten ce-
vai mal mesing-masing mendapat
bagian dari hayta bersema yang jum.
lahnya ditentukan menurut keseim-
bangan vang adil, Balam hal terjadi
cerai mati pasangan vaag masih hi-
dup disamping berhak atas harts
bersama berhak puls sebagai ahli-
wariz afas harfapeningoalanpasang..
an yang i telab.omeninggsl dunin,
5. Bagian laki-iaki lebih besar dard ba-
gian wanita, sebab tanpgpung jawab
dan kewsjiban laki-laki lebih besar
dari wanita. Karena ifu, sistem Ke-
warisan Islam menganut asas keadi-
an  yang seimbang, Bagl mereks
- vang.-karena
mcnghencia.fm e 2T
sar dari kefeniuan vang dumapéc&n
dapat mempergunakan lembaga hi-
bah, wasiat menumi ketentvuan
undang-undang  dan musyawarah,
Jumlah pemberian berdasar Hibah,
wasiat dan hasil musyawarah {erse-
but dapat dinilal olsh Hakim (Pe-
ngadilan Agama) aspabila dipesiu-
kan. :

6, Untuk kepentingsn cucn melalug
anal iaki-laki dan cucu melalei
anak perempuan pada dasarnya sis-
tem penggantian dalam Hokum Ke-
warisan dapal diferima.

7. Ahl wards bertanpguag jawab aiss
hutang pewaris sampai batas jumlah
haria peninggalan.

Demikian © bunyi . putusan diskusi
fersebut. Di-dalamnya telah fergame
bar pengembangan dan pemikiran da-
lam hukum kewarisan Islam d4i Inde-
nesia dewasa ini.

Bowalah selnly genyuman don tnggelffionlsh segala perasean

gelisah di rumah seja.

{fntisgri Kewiraswastaan).
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Pambmaraan ientang permasaiahan
Huhsm islamn dalam perspekiif pem-

“hanginan hukum nasional ‘membawa

kita - kepada sekurang-kurangnya figs
hal;vakni :

g Soal pembangunan Hukum Nagio-
nal- -

b. Soal kedudulen Hubkum Islem do-
lam  proses pembangunan Hukum
Nasional

e, Soal yang menyangkut prospek fiu-
kum [slgm dalem teta hukum nasio-
nal vang akan dateng

Relevansi  pembicaraan  tentang
pembangunan Hukum Masional dalam
tulisanini  ierletak dalam kenyataan
bshwa fujuan daripada ussha pemba-
ngunan hekum yang dilakukan dalam
rangka pembangunan Nasional seka-
rang: ini ialah suatu pembzharuan
hukum yang menyeluruh kearah ter
cipianya suaiu tata hukum nasional
menggantikan tata hukum lama waris-
an masz lampan, Yseha pembaharnsan
hukum ini diperkirakan akan mempu-
nysi pengaruh terhadap semua sub sis-
tem hukum yang ada’.

Soal kedudukan hukum Islam da-
lam proses pembinaan Hukum Nasio-
nal dan prospek hukum Islam dalam
tata hukum nasional yvang akan datang
tampaknya merupakan masalah-masa-
lah yvang sesungguhnya bagt para peng-

- ~ SR S UL N T S TSP, T

?ERMASA?AHAN HUKUM ISLAM DALAM PFR§§EK§’E_
' PEMBANGUMNAN HUKUM NASIONAL
( DALAM GARIS-GARIS BESAR )*

olehi : Teukw Mohammoad Radhie, 58

kaji serta peminat studi hukur
pada dewasa ini. Satu dan laln %azena
kedua hal tersebut menyangkng
ayaan apukah peranan dadpads by
kum lslamn dan preses pembina
kum nasional, dan perisnyaay B
kah ada tempat bagl hukum Islam
lam tata hukum vang baru. Perian
ap-pertanyaan ini timbul disebablan
oleh * kecenderungan yang teslibai
dalam politik hukum Pengnasa: %ea
gera yang menuju kepada adanva ke~
satuan hukum dinegara kita.

a, PEMBAMNGUNAN HURUM NJ%S?-
OMAL

Pada berbazai kesempatan da;k
fam berbagai tulisan kita telah ‘men
dengar dan membaca aiasaﬁ'—afiés:a!ﬁ;
mengapa kita pedu meiai{ukan--'-usaﬁa.
pembaliaman hukum sebagai salah sad
tu usaha mepgisi kemerdekazp vang
telah dicapai. Kita masih ingat babiws
pada tshun-tzhun periama kKemer
dekaan SUPOMO telah mengapjurkas’
pembsharuan hukum sehubungan de-
ngan pembahanan dibidang ekonomi;
cita-cita indusifalisasi serta huobung
an-hubungan dagang dengan luar neges’
ril). Demikian pula SUWANDL menge-
mukakan bahwa sebagai baﬂgsa yang
mempunyai kehormatan digl, bila #-
dak  dapat mengelskkan kewajiban
untuk menciptakan serdiri siabe-fata

1. Lihgr : Pidaro tdies Universitas '‘Gajsh
Mada, diveapkan peda tongeel 17 Ma-
ret 1947, ventang “Nedudulm: Fukum
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hukum nasionsl, kerens kita tidak da-
pai hanya meneruskan sais fafa hu-
Cloamn wasizen dasi masa lampan vang
daszp-daspmya same sckali tidak sesuai
dengan zaman kita hidup sekagang?)
Sernan yang sama ielah pula dikemn-
kakan oleh iokol-tokoh ahli hukum
seperti SUTAN KALI MALIKUL
JADEL HAZAIRIN, KOTIAY SING,
- THUHMG TIAN PIET (kini Tahir
Tungadi), SUDIMAN KARTGHADI-

© PRODIC, GOUW GIOK SIONG (ki-

ol “Bpdargo’ Gautama) dan lain-lain-
nygs).

“Usaha wniuk mewujndkan gagasan
 pembahamian  hukum  dinegara kita
inalal tampak pada tahun 1958 ke-
tika Pemerintah ketika itu atas saran
Perhimpunan Abli Hukum Indonesia
dan fkatan Sarjana Hukum Indonesia,
membsatuk Lembaga Pembinzan Hu-
kum Masional vang bertugas memban-
2 Pemeriniab dalam  usaha-nsaha
dibidang hukum<). Lembaga ini dalam
perkembangannya kemudian pada ta-
en 1974 menjadi Badan Pembinaan
Hulkwm Masional (BPHN), vang szka-
rang®). Eiranya dapat dikemukalan
bahwa seshubungan dengan iklim po-
iiti: vang kupang sehat, uszha pem-
bahamuan hukum secars sunggnh-sung-
gul -dan berencana bapulah dapat mu-
iai terlaksana pada tahun 1975 di ba-
wah Menteri Kehakiman Prof. Moch-
tar Kusumaaimadia,

Kitz semua fentunya ielah menge-
tabui bshwa pedoman vang diber-
kan Pepguasa Megarz dalam pelaksa-
nazp pembahanian Hukum uniuk per-
tama kalinya secara tegas tesrlihat da-
lams REPELITA I (1974-1979) dima-
nz dikatakan bahwsa :

2. Cepamalr MR, SUWANDI diedapan
Perhimpunan  AhHE  Hukwm  Indonesia
darz Fegten Sarfane Hukum mdonesia Ta-
Frans £ 955 di Jakarta

3. Liher wupslan SUTAN BOHAMERAD
BIAH, Fodifikasi bersifat revolusioner
bagi Indonesiz, Hulww dan Mesyarakat
‘tmastor 3-8, 1964, hal, 82 det.
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“Pembinaan bidang hukum hamg
mampu mengarahkan dan  menam-
pung xebuinhan-kebutuhan hukum se-
suai dengan kesadaran hukum rakyat
vang berkembang kearah modernisasi
mennrt dngkat kemajuan pembangn-
nan disegala bidang sehingga tercapai
ketertiban dan kepastian sebagai prasa-
rana vang hareg ditunjukan kearah pe-
ningkatan pembinaan kesainan bangsa,
sekaligus berfungsi sebagai sarana me-
nunjang  peskembangan modernisasi
dan pembangunan yang menyelurub,

Pembangunan bidapg hukum dilaky-
kan dengan jalapn :

a. Peningkaien dan penyempurnaan
pembinaan hukum nasional dengan
antora lain mengadakan pembaha-
ruan, kodifikasi serta unifikasi hu-
kum dibidang-bideng tertentu de-
ngen jalan memperhafikan kesadar-
an hukum dalam masyarakat.

b. Menertiblkan fungsi lembaga-lemba-
ga  hukum  menurut proporsinya
masiiag-masing.

¢. Peninglaten kemampuan dan ke-
wibawaan penegak hukum.

Memupuk kesadaran hukum dalam
masyarakat dan membina sikap para
penguasa dan para pejabat pemerin-
tah kearsh penegakkan hulkum, kea-
dilan serfa perlindungan terhadap
harkat de# martabat manusia, dan
ketertiban serta kepastian hulum se-
suai dengan Undangundang Dasar
1945,

Wawasan dalam mencapai tujuan
pembangunan nasional adslah wawa-
san Musanfara yang khususnyz untuk
pembangunan hukum nasional ber
arti bahwa seluruh kepunlanan Nusan-
tara mempakan satu kesatuan hukum
dalam arti bahwa hanya satu hulum
nasional yang mengabdi kepada ke-
peniingan nasionalé),

Hal penting vang perlu kiia ang-
kat dari pedoman vang diberikan
tezsebut, sshurchaya dongan topik fu-




dxﬁkasz dan unifivasi delere pembing
an'h kum nasional. Pelaksansan prin-
'éip'kodiﬁkaa dan unifikasi delam pem-
binganihukom nasional memberi ari
bahwa:tata hukum nasional kita pada
dasariya akan terdiri hukum tertu-
s’ yang-dikodifikasikan dan hukum
nasiongl ‘kita skan mempakan suatn
kesatuan sistem yang berlaku sama
bagi -seluruh rakyat, Prinsip kodifikasi
dan.. umnkam ini fernyata dipertahan-
kan __d_al_a_ﬂ_n PELITA TI¥ yang sedang
‘berjalan ‘sekarang dan tampaknya ters
glan merupakan pegangan dalam PE-
LITAPELITA berikutnya.

““Buasana pluralisie hukum yang te-

lah hidup sejak sebslum perang di ne-
garz' kita mengekibatkan bahwa mas-
varalat bangsa kitz telah- terbissa
dalam ~kehidupan hukum yang ber-
kotak-kotak. Ajaran bahwa setiap go-
longan ‘warganegara funduk pada hu-
kumnya masing-masing terus terfanam
dalam ‘pandangan hukum masyarakat
sefelah - kita menjadi bangsa vang
merdeka, bahkan dikalangan ssmenta-
ra para-ahl hukom sekalipun.

- Dalam suasana kehidupan masyara-
kati -yang terbagi-bagi dalam berbagai
golongan eimis yang Dberbeda-beda,
sebagaimana halava padas masz kols-
nial- dabuly, prinsip keanekarzgaman
hukum mungkin dapai diterimz seba-
gai suatu daya guna mewujudkan ke-
bijaksanaan politik tertentn. Namun
dalam suaiw negara vang merdeks
dimana perkembangan kehidupan rak-
vai dizrahkan kepada pembinaan ke-
satuan bangsa, prinsip penggolengan
warga negara dan dualisme hulum
Kiranya tidek mempunyai tempat
berpijak yang kuat lagi. Lebih-lebih
dalam dunia modem dimana kehi-
dupan dan hubungan-hubungan masya-
rakat menjadi semakin kompleks, ter
dapat kecenderungan uniuk lebih me-
nyederhanakan strukivr hukam dalam
masyarakat. Terdapat kecenderungan

tetapl jnga datom muasspe intem
nal?), "
Penganutan faham usiffes! dalam
pembinaan bukum nzsonsl, sehubu.
ngan dengan suasana piuralisme Ry
kam yang felah berurai berskar ‘$a.
di, dapat diperkirakan menimbulkap -
berbagai pendapat dikalangan para ah-
I hukum fentang bisa tdaknya unifi-
kasi hukum diwujudkan, Setidakcsi. o

daknya akan menjadi perscalen bagi -
para prologonis idea kehidupan mék"as_:_._ S

ragm hukum, apakah yang mempa»_ :
kan “nasib” daripada hukum perdsis

barat, hukum adat dan hukum #lam

dalam tata hukum yang bam kelek,
Bengan mengemukakan hal ini kita e
lah menyinggung permasalahan vang
menjadi fopik iulisan ini, hususayva
berkenaan dengan pesoalan kedy-
dukan Hukwm Islam dalam proges
pembinaan hukum nasional dan pros-
pak Hukum Islam dalam tata huimm
vang bam,

b, KEDUDUKAN HUKUM I5LAM
DALAM PROSES ?EM%%NAAN_
HUEUM MASIONAL

Politik hukum yang meaetapkan
pembinaan hukum nasional sebagaima-
na telah disinggung dimuka, menuniat
adanya suvatu tata hukum bam yang
kompones-komponennya ferdisi  dag
kodifikasi berbagai bidang hukum sep-
ta perundangundangan lainnva, yvang
kesemuanya didapat ates prinsip unifi.
kasi hulum, Dalam suasans pluzglis-
me hukum yang hidup dewasa ind &
negars kita, kita dihadapkan kepads
persoalan bahan baku hukum vang
akan dipergunakan dalam hukum nag-
onal, sehubungan dengan femedianys
berbagal sumber bahan bakn yang de-
wasa ini memupakan komponen-kem-
ponen pokok dalam iaia hukum ki-
ta, yakni hukum barai, hukum adat
dan hukum Isiam,

7). Kecenderungan unifitasi hubum gdolom
" sugsmng intemasiondl teriihar delem e




M'g".',Enb

co K bwsusnye mengenal hukom {slam,
adalah sual hal yang iidak dapat
cdEmuagkiyi babwa masyarakat Indo-
‘nesin untuk sebagian ierbesar beraga-
zna Islam dan karenanya dapat difaha-
mi gpabilz ada keinginan yang kuat
agay-diutamakan penggunsan sumber
hukum Islam bagi banan bzhan penyu-
sunan hukum nasional. Mamun dilain
-pihak, kita dihadapkan pula pada ke-
.pyatsan bahwa masyarakat bangsa ki-
.2 terdiri pula atas golongan-golongan
masyargkaf yang tunduk pada hukuem-
fBukum Iain, vang fentunya mempu-
-n&i_gi____'konsegsinya sendirl mengenai
Buinm vang mengalur kehidupan mas-
vargkat dimsna mereksz menjadi bagi-
AR,

‘Dalam menghzdapi kenyalazan ind,
‘Bekijaksanaan vang ditempub dalam
pembinazn hukum nasional alah bab-
wa bahan baku hukum vang skan di-
pergunakan dapat diambil dari sumber
manapun yang ada, asal saja norma
Fonkril vang dilasilkan kemudian da-
i sumber bersangkutan dapat diper
fakpkan bagl seluruh  mkyat. Dar
sudut kebijaksanazn ind, maka sum-
ber bzhan baku hukum dapat her-
asal dari hukum Islam, hukum adat,
hukum Barat, bahkan dar hukum ne-
gara-negara lain, sepanjang bahan-bha-
han baku fersebut sesux dengen ke-
butnhan masyarakai masa kini dan i
dak bertentangan dengan pandangan
hidup bangsy, Pancasila.

Trengan spa yvang dikemukakan di
atas, jelaslah bahwa Hukum Islam
mempunysal kedudukan sebagal sum-
bey bahan bagl penyusunan hukum
nasional. Mengingal bahwa sebagian
terbesar rakyat Indonesia menganut
agama Islam, memang terdapai ke~
mungkinan babwz banyak nitai ser
ta norma-norma hukum vang berasal
dari sumber Hukum Islam dapat di-
pergunakan sebagai bahan baku hu-
fwrn nesiopsl. Mamun harug diingat-
Eam bBabhwa Hday karenz scheriarn fepe

¥

kum nasional. Iz bar dapet dansha
menfzdi norme nasions], apabid i mee
menuhi beborape persyaratan, diihda-
ranya vang terpenting lalah bahrwalia
sesuai depgan kebutuhan seluruhii.
pisan  rakyat, dan secara obyekiif
dapat diterima. Hal vang sama ber
izku bhagli sumbersumber bahan E:azfr
ku hukam lainnya.

c. PROSPEK HUKUM ISLAM. DR
LAM TATA HUKUM NASIONEL

Dengan diterimanya ‘Hukum Tsigm
sebagai salahl satu sumber bahan i
ku hukum, jelaslah bahws bghag 3
¥um Islam mempunyai peransn dalam
proses  pembinaan hukum nasionall
Mamun bagaimanakah prospek’ trang-
formasl norma-nomna Hukem i3lam
menjadi norma-norma hukum Magio-
nai. Pertanyaan ini tidak dapat &ia-
wab secara pasil sebelum dilakuFan
penelitian seria pengkajian yang men-
dalam mengenai berbagai bagian wép
ta norma-norma Hukum Islam vang
dipeikirakan kemudian dapat diclah
menjadi norma hukum nasional :

Suvain  problim vang dihadapi d&~
lam wnsaha fransformasi norma-pnorma
hukoem dari suatn sub sistern hukum
tertenty menjadi nomma bhukum nagie
onal dalem suatu masyarakat yang
pluralistis hukumnve, ialah bahwa
acapkali kita melihat diperténiang-
kannys norma hulkum dari suatu mb
gisiem hukum yang satu dengan nor
“ma hukum dari sub sistern hukum
vang lain. Hal ind pada umumnya di-
sebabkar karena kita melihai hanva
pada perbedasn rumusan dan sl da-
i norma-norma hukum mengenal ‘se-
suafu yang diztur, dan acapkali difae
pakan bahwa romusan seria isi dari
norma-noima hukam ditentukan oleh
kebutuhan serta keadaan khusus dagi
suaty golongan masyarakat fertenfi
Dari segi ini, kita terdorong uniuk
berpendapat  {fentang  tidak mung
kinnys wnifikag hukom dar] sispem
siztem huknm vang barheds




erbeda"beda daiam berbagai
su szsmm apahﬂa diteliti dan dikail
secarateliti - dan secara komparatif,
‘akan dijumpai asas atau prinsip hu-
kum ~ yang sama ‘yang -melandasi
norma-normia hukum yang berbeda-
‘beda itu. Hanya disebabkan oleh apa
‘yang dikenal sebagal “'relatieverning
proces” b, dapat  teradi bahwa
norma-norma hukum dard berbagal sub
sistem  hukum  mendapatkan bentuk
serig, 131 vang berbeda, sesuai dengan
koadm serta  kebntuien
'masyamkat terteniu,

Oleh karena itu, apabiia kita ingin

' 'méhgéié}iﬁi' “'seberapa janh prospek
nonna~n0rma HL.}ru'n Islam sebanyak
musag%:m ‘dapat dijadikan norma hu-
kum nasional, periulah dilakukan pe-
ne_hu_ar; ‘serta pengkajian yang menda-
lam mengenai asas seyfa prinsip-priasip
yang smendasari norma-norma Hukum
Islam untuk kemudian ditelaah meia-
iui perbandingan demgan prinsip-prin-
gip serta pringip-prinsip vang mendasa-
i norma-norma hukym darl sub sis-
fem ‘hukum golongan  rakyat lain-
nya. Munglin dari hasil penelitian ser-
ia = pengkajian tersebut
kita -gkan iercengang mendapatian
bahwa norma-norma hulum vang ber-

bedzbeda .itu dapat dikembalikan.

golongan

pada asas dan prinsip-prinsip dasar

yang sama, sehingga daxi nomma-nor-

ma hukum yang berbeda-beda itu -
dapat diciptakan suafu noma hue
kum nasional yang dapat diterima
oleh semus pihak. Apabila cara ini~ -
vang ditempuh akan ferdapat begar
kemungkinan bahwa norma-norma dg- .
11 suaiw sub sistem hukum ter’tenhi},‘. o

Hulkum Islam misalnya, dapat menja: = -
¢i normaz hukum nasional yamg da- 0
pai diterima oleh anggota masyarskat .

bangsa Indonesia dad sub-sub sBstem
hukum lzinnya.

Apabile pandangan tersebut 4 atag
dapat disepakati, maks tampskova
Studi Hukum Islam yang ditakukan
dilingkungan Universitas dalam proses
pembinaan hukum nasional bukanlah
berfungsi untuk mengembangkan Hu-
kum Islam, tetapi lebih berfungsi se-
bagal upaya ilmiash unink mengkaj
serta mempelajari  kemungkinan-ke-
mungkinan mempertemukan s3as-asas
serta prinsip-prinsip yang mendasaz
porma-norma Hukum Islam dengan
asag-gsas serta prinsip-prinsip dari sub-
sub sisiem hukum lainnya dalam rang-
ka penciptaan norma hukum nasional.

Wieluhsonatas Tawsk Oy Precasily

. Alamat Redakst/Tata Usaka @
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lalan Brigien Katamso 26, Banjarmasin. Teipon 3384,






